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ABSTRAK 
 
 
NURSALAM B111 10 165. Tinjauan viktimologis terhadap 
kejahatan pemerasan (studi kasus di kota Makassar 2010-2013). Di 
bawah bimbingan Bapak Said Karim sebagai pembimbing I dan Ibu 
Haeranah sebagai pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan 
korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar, perkembangan tindak pidana pemerasan di Kota Makassar dan 
juga mengetahui bagaimanakah upaya-upaya pencegahan yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar. 
 Sampel pada penelitian ini adalah pihak yang menjadi korban 
kejahatan pemerasan di Kota Makassar. Penelitian ini juga dilaksanakan di 
Wilayah Hukum polrestabes Makassar, dengan melakukan wawancara 
langsung dengan Kasatreskrim yang menangani kasus kejahatan 
pemerasan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kasus tindak 
pidana pemerasan di Kota Makassar pada tahun 2010-2013 secara umum 
tidak menentu dari tahun ke tahun. Dari penelitian yang telah dilakukan, 
diperoleh kesimpulan bahwa peranan korban kejahatan di dalam 
terjadinya tindak pidana pemerasan di Kota Makassar adalah sebagai 
pihak yang justru menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari hasil penelitian yang 
memaparkan bahwa sekitar 80% dari total keseluruhan kejadian berawal 
dari adanya tindakan yang dilakukan oleh korban (faktor internal korban). 
Adapun upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan cara 
represif dan preventif, dengan melakukan upaya tersebut maka kita dapat 
terhindar dari maraknya kejahatan pemerasan di Kota Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang 
Sistem peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan 
Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menjadi 
dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, belum benar-benar 
mencantumkan isyarat dalam UUD 1945 dan falsafah negara pancasila. 
Isyarat tersebut merupakan perlindungan hukum kepada setiap warga 
negara tanpa membeda-bedakan. 
Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem 
peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak 
mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, 
seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari 
sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan 
secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung 
mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus 
melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan. 
Korban dalam suatu tindak pidana dalam sistem hukum nasional, 
posisinya tidak menguntungkan karena korban tersebut dalam sistem 
peradilan (pidana) hanya berperan pasif, tidak berperan aktif atau hanya 
sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana 
oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama 
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tindak pidana pemerasan sehingga korban mengalami kerugian materil, 
bahkan dengan jumlah yang sangat besar. 
Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas 
tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem 
peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi 
pidana kepada pelaku, sementara perlindungan hukum terhadap korban 
dalam pemeriksaan pengadilan kurang diperhatikan. 
Korban (victim) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan 
satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan 
langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap 
yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya 
perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata 
hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap 
nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu 
terabaikannya oleh sistem peradilan pidana. 
Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban 
dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si 
pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal 
ini korban dianggap sebagai ”korban yang bersalah”  hal ini menyebabkan 
si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan 
korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang 
penting dalam proses reaksi sosial kecuali, hanya sekedar sebagai obyek 
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bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek (dalam Sistem Peradilan 
Pidana di Indonesia). 
Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh 
alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, dan 
penuntut umum. Sementara itu hubungan antara terdakwa dengan 
penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan 
hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum 
perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara 
sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan 
penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang 
bertindak mewakili terdakwa sendiri. 
Kecenderungan melakukan pemerasan dengan delik apapun sering 
dilakukan, namun dalam beberapa kasus pemerasan dilakukan dalam 
waktu  tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan 
mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari 
beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian 
pemerasan yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku pemerasan 
adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam 
seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara 
untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pemerasan, untuk itu 
dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian yakni melakukan patroli ini memberikan indikasi bahwa peluang  
pemerasan dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di  
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dalam melakukan aksi pemerasan, sehingga dapatlah diindikasikan waktu 
malam memiliki potensi pemerasan yang sangat  tinggi dibandingkan 
dengan waktu - waktu lain, sementara aktivitas pemerasan yang dilakukan 
memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun 
aktivitas pemerasan. 
Pemerasan merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat 
mengganggu kenyamanan rakyat. Pemerasan yang dimaksud oleh 
penulis disini ialah pemerasan yang sebelumnya tidak ada hubungan 
timbal balik antara korban dengan si pelaku dimana pemerasan yang 
berarti suatu tindakan dimana korban sendiri yang menyerahkan barang 
berharga yang dimilikinya, tanpa adanya upaya perlawanan dari korban itu 
sendiri, dengan adanya ancaman dari si pelaku berupa intimidasi ataupun 
sebagainya. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat 
menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang 
banyak mempengaruhi perilaku pemerasan adalah kenyataan yang terjadi 
di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pemerasan yang 
makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan 
aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu 
ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh 
mana aktivitas itu  dapat memberikan nilai positif dalam membangun 
masyarakat yang taat hukum. 
Pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dari 
banyaknya bentuk kejahatan yang di berikan sanksi pidana bagi yang 
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melanggarnya. Pemerasan juga merupakan kejahatan yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja,  tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar 
belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban 
pemerasan juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, 
akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pemerasan disekitar 
lingkungan masyarakat luas. Pemerasan akan terjadi akibat kecemburuan 
social. Pemerasan merupakan tindakan yang disengaja oleh beberapa 
pihak. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 
Pasal 368 KUHP. Bentuk pokok delik pemerasan diatur dalam Pasal 368 
KUHP. Pada umumnya  kejahatan pemerasan dapat dilatar belakangi 
beberapa faktor seperti kurangnya lapangan kerja, adanya kesempatan, 
serta kurangnya keamanan sehingga adanya kesempatan, terutama faktor 
ekonomi. 
Pemerasan juga merupakan salah satu tindak pidana yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
yang seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak 
hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya 
tindak pidana pemerasan dan juga melihat aspek bagaimana peranan 
korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana pemerasan dalam 
mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Akan tetapi hal yang 
sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya korban itu sendiri untuk 
melindungi kepentingan dirinya dan memberikan pelajaran apa yang 
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harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak 
pidana pemerasan. 
Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat 
di dalamnya, yaitu pelaku dan korban. Bentuk atau macam dari suatu 
tindak pidana sangatlah banyak salah satunya tindak pidana pemerasan. 
Tindak pidana pemerasan yang terjadi dalam masyarakat didorong oleh 
berbagai faktor. Diantaranya faktor dari peran pelaku dan faktor dari 
korban itu sendiri. Namun dalam skripsi ini akan khusus mengkaji peranan 
korban sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana pemerasan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul, “Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Pemerasan Di Kota 
Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah Peranan Korban Kejahatan Pemerasan di Kota 
Makassar ? 
2. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Untuk Mencegah dan 
Memberantas Tindak Pidana Pemerasan di Kota Makassar ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban kejahatan di 
dalam terjadinya suatu tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian 
untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pemerasan di 
Kota Makassar. 
 
 2. Kegunaan Penelitian 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan   
hukum baik dalam bidang pidana maupun viktimologi. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat   
terhindar dari tindak pidana pemerasan yang saat ini banyak 
terjadi dalam masyarakat. 
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian 
hukum pidana serta merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas hasanuddin. 
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BAB II 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A.   Viktimologi 
 1.  Pengertian Viktimologi 
Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada. Berbeda 
dengan kriminologi, ilmu ini berusaha menjelaskan mengenai masalah 
terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan dari 
sudut pandang yang berbeda, yaitu bukan hanya dari aspek pelaku dan 
penderitaan korban, melainkan juga bagaimana korban sering pula 
memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan.  
         Menurut Rena Yulia (2010:40), mengemukakan bahwa:  
      Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa 
viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau 
dengan kalimat lain, viktimologi membahas bagian-bagian yang tidak 
tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak yang beranggapan bahwa 
viktimologi lahir karena munculnya desakan akan perlunya 
pembahasan tersendiri mengenai korban.  
 
Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap-tahap 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses 
selanjutnya. Diabaikannya eksistensi korban dalam penyelesaian 
kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh (G. Widiartana, 2009:7) 
terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut : 
1. Masalah kejahatan tidak dilihat dan dipahami menurut proporsi 
yang sebenarnya secara dimensional; 
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2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak 
didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermartabat; 
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak 
didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat 
(tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban 
sebagai manusia sesama kita). 
 
(Rena yulia, 2010:43), mengemukakan bahwa: 
Viktimologi berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan 
logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi adalah suatu 
studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban 
dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah 
manusia sebagai suatu kenyataan sosial.  
 
Viktimologi merupakan suatu kajian ilmiah/studi yang mempelajari 
suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang 
merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat 
perlunya suatu pemahaman yaitu:  
a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh 
unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 
proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan 
kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara 
lebih bertanggung jawab. 
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Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak 
untuk menyanjung para korban melainkan untuk memberi penjelasan 
mengenai peranan para korban dalam suatu peristiwa pidana dan 
hubungannya dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan 
sesuatu yang penting untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan dalam 
rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik 
yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. 
Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi 
korban tindak pidana struktural atau nonstruktural. 
Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang 
tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami 
berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase yaitu fase 
pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase 
ini dikatakan sebagai “penal or special viktimology”. Sementara itu, pada 
fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, 
tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai 
“general viktimology”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih 
luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan 
kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai 
“new viktimology” 
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2.  Ruang Lingkup Viktimologi 
(Bambang Waluyo, 2011:11), mengemukakan bahwa : 
Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban 
orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, 
karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang 
demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan 
sebagainya.  
 
(Ekotama Suryono, 2000:174), mengemukakan bahwa: 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana.  
 
Menurut J E Sahepaty (1995:25), mengemukakan bahwa: 
Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) 
menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu 
berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban 
kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Kemudian Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom (2007:43) 
menyatakan bahwa: 
viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan 
korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku 
dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam 
sistem peradilan pidana. 
 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut: 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas; 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal; 
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi 
suatu viktimasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, 
pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, 
hakim, pengacara, dan sebagainya; 
4. Reaksi terhadap viktimasi kriminal; 
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5. Respon terhadap suatu viktimasi kriminal, argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimasi atau viktimologi, 
usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), 
dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan; 
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Memang harus diakui bahwa kajian mengenai viktimologi relatif 
kurang diminati dikalangan praktisi hukum sehingga dari waktu ke waktu 
perkembangannya jauh tertinggal dibanding dengan kajian lainnya seperti 
kriminologi, panitensier, dan sebagainya, terbukti bidang viktimologi miskin 
dengan literatur serta kajian ilmiah-ilmiah lainnya. Hal ini terjadi karena 
dalam penanganannya perkara pidana perhatian yang diberikan kepada 
pelaku lebih banyak daripada korban sebagaimana Prassel (Frank R. 
Prassel, 1979:65) berpendapat : “victim was a forgotten figure in the study 
of crime. Victims of assaults, robbery, theft, and other offenceses were 
ignored while police, courts, and academicians concentrated on known 
violators” 
Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa viktimologi merupakan 
bidang yang tidak memerlukan perhatian yang serius dibandingkan 
dengan bidang kajian lainnya karena melalui viktimologi akan dapat 
diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah 
kejahatan yang semakin hari semakin meningkat.  
 
3.  Manfaat Viktimologi 
 Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan 
merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan 
ilmu itu sendiri. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh dari suatu 
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ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat 
baik sifatnya praktis maupun teoritis maka sia-sialah ilmu pengetahuan itu 
untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini yang sama akan dirasakan 
pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh dari mempelajari 
viktimologi.  
Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal 
utama dalam mempelajari manfaat studi korban (Rena Yulia, 2010:39) 
yaitu: 
1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak 
korban dan perlindungan hukum; 
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban 
dalam suatu tindak pidana; 
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya 
korban.  
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai dasar sebab musabab terjadinya kriminalitas dan mencari 
kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti 
akan permasalahan kejahatan, delikuensi dan deviasi sebagai satu 
proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
Tujuan viktimologi menurut Muladi (2007:82) adalah : 
1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi;dan 
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi 
korban sebagai manusia , anggota masyarakat dan sebagai warga negara 
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yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.  
Arif Gosita (2009:30) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut: 
a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi 
bagi mereka yang teribat dalam proses viktimisasi. Akibat 
pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi 
kriminal, konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, 
represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menaggulangi 
permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan 
dan penghidupan;  
b. Viktimologi memberikan sumbangsih yang lebih dalam mengerti 
lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang 
menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya 
tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan 
beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban, 
serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. 
Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan dalam 
berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan 
meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat langsung atau 
tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;  
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka;  
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial 
pada setiap orang akibat polusi industri, terjadiya viktimisasi 
ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalah 
gunakan jabatannya dalam pemerintahan untuk keuntungan 
sendiri;  
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan 
reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal.  
 
(Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006:66): 
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah 
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diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, 
bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku 
dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.  
 
Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban 
sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. 
Dalam usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan 
permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikuensi, dan devisiasi sebagai 
satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. 
 
B.  Korban Kejahatan 
1.  Pengertian Korban 
Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 
menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban 
adalah:  
1. Setiap orang 
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
3. Kerugian ekonomi 
4. Akibat tindak pidana 
Kemudian pengertian korban juga dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan 
Terhadap korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat, 
korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang 
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mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”. 
     Menurut Bambang Waluyo (2011:9), mengemukakan bahwa : 
 
Berbagai pengertian tentang korban juga banyak dikemukakan baik 
oleh para ahli maupun yang bersumber dari konvensi-konvensi 
internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, 
sebagaimana diantaranya sebagai berikut: 
 
a. Crime Dictionary  
Korban (victim) adalah “orang yang telah mendapat penderitaan 
fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran 
ringan dilakukan oleh pelaku tnidak pidana dan lainnya”. 
 
b. Arif Gosita  
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah 
dan rohaniah sebagai akibat tindakan yang mencari pemenuhan 
kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. 
 
c. Ralp de sola 
Korban (victim) adalah “....person who has injuried mental or 
physical suffering. Loss of property or death resulting from an 
actual or atemted criminal by another....”. 
 
d. Cohen 
Mengungkapkan bahwa korban (victim) adalah “whose pain and 
suffering have been negiected by the state while it spends 
immense resources to hunt down and punish the offender who 
responsible for that pain and suffering”. 
 
e. Z. P Zeparovic  
Korban (victim) adalah “.... the person who are threatned injured 
or destroyed by an actor or omission of another (mean, 
structure, organization, or institution) and consequently a victim 
would be anyone who has sufferedfrom or been theatened by a 
punishable (not only criminal act but also other punhisable act 
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as misdemeanors, economic offenses, non-fulfiltment of work 
duties) or an accident. Suffering may be caused by another 
structure, where people are also involved” 
 
f.  Muladi  
Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual 
maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk 
kerugian fisik ataupun mental, emosional, ekonomi, gangguan 
substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui 
perbuatan ataupun omisi yang melanggar hukum pidana di 
masing-masing negara , termasuk penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah 
menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa 
keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat 
pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. 
(Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:43): 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan 
atu kelompok yang secara langsung menderita akbat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
dirinya/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya 
keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-
orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 
penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. 
 
 
2.  Tipologi Korban 
 Tipologi korban kejahatan dimensinya dapat dilihat dari dua 
perspektif , yaitu:  
 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keteribatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat 
Abdul Fattah (Lilik Mulyadi, 2003:124), menyebutkan beberapa 
tipologi korban, yaitu:  
 
a. Non participating victim adalah mereka yang 
menolak/menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.  
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b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu.  
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan.  
d. Particapting victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban.  
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri.  
 
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stepen Schafer (Lilik Mulyadi, 2003:123), mengemukakan 
tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:  
 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban. 
b. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 
itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan 
pelaku secara bersama-sama.  
c. Participacing victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek 
ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.  
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan 
manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban 
kejahatan. Ditinjau dari pertanggung jawabannya terletak 
pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak 
dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya.  
e. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu 
pertanggung jawabanya secara penuh terletak pada pelaku 
atau masyarakat.  
f. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya 
terletak pada korban sekaligus sebgai pelaku kejahatan.  
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g. Political victim sadalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik (Lilik 
mulyadi, 2003:123)  
 
Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban 
menurut Sellin dan Wolfgang (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49), 
mengemukakan bahwa:  
a. Primary victimization, yaitu korban berupa individu 
perorangan (bukan kelompok)  
b. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya 
badan hukum.  
c. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.  
d. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, 
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan 
produk (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49)  
 
 
3.  Hubungan Korban Dengan Tindak Pidana 
 Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana 
adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak 
tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak 
pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang 
didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang 
berkembang. 
Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban 
“murni” dari kejahatan atau tindak pidana artinya korban memang korban 
yang sebenarnya yaitu korban tidak bersalah, hanya semata-mata 
sebagai korban. Kemungkinan penyebabnya dapat berupa kealpaan, 
ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan, 
dapat juga tejadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. 
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Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun 
faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak 
“murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan 
sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut tentang masalah ini (Rena 
Yulia, 2010:81) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan 
suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:  
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;  
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban;  
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi dari si korban.  
 
Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat 
kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo 
(2011:19), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 
lima macam, yaitu: 
a. Yang sama sekali tidak bersalah;  
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;  
c. Yang sama salahnya dengan pelaku;  
d. Yang lebih bersalah dari pelaku;  
e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini 
pelaku dibebaskan). 
 
Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya 
juga dapat dikaji melaui hubungan darah, persaudaraan, ataupun 
kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual 
dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta 
waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang 
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dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis 
dan sebagainya. 
Sementara itu G. Widiartana (2009:22) menjelaskan hubungan 
korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku sebagai 
berikut: 
a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi 
sasaran atau objek perbuatan pelaku;  
b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak 
secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga 
mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan 
terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab 
menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki 
tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan 
anaknya itu merupakan korban tidak langsung.  
 
 
C.  Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila 
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan 
korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata 
menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus 
pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu 
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terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul 
tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. 
Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak 
mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang 
merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu 
kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat 
penderitaan korban.  
Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada 
kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah 
partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa 
korban “crime without victim”, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang 
tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya dalam kasus 
penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, di mana korban 
menyatu sebagai pelaku. 
Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif 
maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam 
peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksana 
peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu 
langsung atau tidak langsung, pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu 
sama pada korban.  
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Dalam kajian viktimologi terdapat presfektif dimana korban bukan 
saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki 
keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. 
Menurut Stephen Schafer (2007:124) ditinjau dari persfektif 
tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni 
sebagai berikut : 
1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban;  
2. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, 
dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama;  
3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari 
dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, 
mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa 
pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga 
mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;  
4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;  
5. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan 
kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
atau masyarakat;  
6. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 
Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;  
7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara 
sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kecuali adanya perubahan konstelasi politik.  
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Sedangkan ditinjau dari Prespektif keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah (2007:124)  menyebutkan 
beberapa bentuk, yakni sebagai berikut : 
1. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak 
menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;  
2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu;  
3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan;  
4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban;  
5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
 
Selain dari prespektif yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, 
sebagai suatu perbandingan perlu pula dikemukakan beberapa tipologi 
yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang (2007:124)  sebagai berikut : 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);  
b. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah kelompok, 
misalnya badan hukum;  
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas;  
d. Mutual victimization, yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika;  
e. No victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya 
konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil 
produksi. 
 
Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu 
kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri 
sehingga terjadi kejahatan. 
25 
 
Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya 
karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila 
mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran 
korban dalam timbulnya suatu kejahatan. 
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam 
terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang 
pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala 
sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping 
diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran 
kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, 
mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. 
Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri 
seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan 
yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan 
kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-
nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial , justru 
harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat 
memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut 
memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
kejahatan. 
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Seperti yang dikutip Bambang Waluyo (2011:9) beranggapan 
bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : 
a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk 
terjadi;  
b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban 
untuk memperoleh keuntungan lebih besar;  
c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja 
sama antara si pelaku dan si korban;  
d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila 
tidak ada provokasi si korban.  
 
Keterkaitan antara pelaku dan korban kejahatan nampaknya 
dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat 
pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu 
pula halnya dengan korban. Menurut Draplin yang dikutip di dalam buku 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan  (Rena Yulia, 2009:78) 
kecenderungan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dianggap 
sebagai korban dari tindakannya, dan korban dianggap sebagai pelaku 
dari pelanggaran yang mengorbankan dirinya. 
 
D.  Kejahatan Dari Sudut  Pandang Yuridis dan Sosiologis 
 Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau 
tindakan yang jahat, seperti yang lazim orang ketahui atau dengar, 
perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, 
penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan 
adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai 
perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, 
maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian ini bersumber dari 
27 
 
alam nilai, maka kejahatan tersebut memiliki pengertian yang sangat 
relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi 
apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak 
lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan 
dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan, tetapi berat ringannya 
perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
 Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
maupun kesepakatan pendapat di antara para sarjana. R. Soesilo 
membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian 
kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian 
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 
undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud 
dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa 
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.  
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu 
dan masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan 
berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur itu, maka dapat 
dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang 
merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan 
28 
 
kegoncangan dalam masyarakat. Arif Gosita, mengemukakan definisi 
kejahatan sebagai berikut: 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi 
antara fenomena yang ada dan saling mepengaruhi. Dimana 
kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum 
Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan 
dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum 
dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi 
tertentu. 
 
Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam 
dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat.  
Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan 
dalam UU lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk UU sebagai 
perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan 
menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai 
ancaman/sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti UU 
telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan 
hukum tersebut. 
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Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di 
antaranya: 
a. D. Taft, ”Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana”.  
b. Van Bemmelen, “Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat 
tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak 
ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan 
penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan 
sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.  
c. Ruth Coven, “Orang berbuat jahat karena gagal menyeusaikan diri 
terhadap tuntutan masyarakat”.  
d. W.A. Bonger, “Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang 
oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan 
hukuman”.  
 
Dalam Sub Bab ini, Penulis hanya akan mengkaji mengenai 
kejahatan dari sudut pandang yuridis dan sosiologis, maka apabila 
pendapat tentang kejahatan di atas kita pelajari secara teliti maka Penulis 
menyimpulkan sebagai berikut :  
a. Pengertian secara praktis (sosiologis), yaitu pelanggaran atas 
norma- agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam 
masyarakat disebut kejahatan.  
b. Pengertian secara yuridis. Dilihat dari hukum pidana maka 
kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang 
oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana 
oleh Negara.  
 
E.   Bentuk-Bentuk Kejahatan Pemerasan 
Tindak pidana pemerasan biasa pula disebut sebagai tindak pidana 
pengancaman. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 368 KUHP :  
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Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu 
barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau 
supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, 
karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun  
 
Menurut R. Soesilo (1995:256) unsur-unsur yang ada dalam pasal 
ini adalah sebagai berikut:  
1. Memaksa orang lain;  
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, 
atau membuat utang atau menghapuskan piutang;  
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain dengan melawan hak;  
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman 
kekerasan.  
 
Memaksa yang dimaksud disini adalah melakukan tekanan kepada 
orang ,sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan. 
Definisi memaksa dapat dilihat dalam pasal 89 yang berbunyi : “ 
yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau 
tidak berdaya lagi (lemah) ”. 
Menurut Soesilo (1995;98),mengemukakan bahwa : 
Yang dimaksud dengan kekerasan disni adalah menggunakan 
kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak 
kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah 
memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. 
 
Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau 
ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut 
kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar 
pemilik barang menyerahkan barangnya.  
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Menurut Andi Hamzah (2009;89), mengemukakan bahwa “Maksud 
untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari 
penggunaan kekerasan tersebut” Sianturi (2002:143) bahwa sebagai 
pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan 
hukum pada umumnya. Pandangan Pompe terkait dengan pengertian 
melawan hukum dalam E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:143) 
mempersamakan “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ” dengan “ 
bersifat melawan hukum “. Pendapat lain dari pakar yakni sebagaimana 
yang dikemukakan Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam E.Y. Kanter dan 
S.R. Sianturi (2002:143) mengemukakan bahwa lebih cenderung pada 
pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan 
bertentangan dengan hukum. 
Dari beberbagai pandangan para pakar dalam memberikan 
pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa 
bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak 
sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu 
kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku). 
Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII 
KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak 
pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman 
(afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang 
sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru 
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karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut 
dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang 
sama. 
Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, 
bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu 
"pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 
pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. 
Oleh karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua 
nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 368 dan 369 KUHP. 
 
1. Kejahatan  Pemerasan  
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan 
diramuskan dengan rumusan sebagai berikut : 
1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu 
barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau 
supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, 
karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 
tahun.  
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam 
tindak pidana ini. 
 
Menurut  R. Soesilo (1995:257), Beberapa unsur yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
1. Unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah 
melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan 
sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri 
2. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". 
Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan 
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dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang 
dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras 
tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa 
melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh 
orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, 
apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda 
yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap 
dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri 
oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang 
tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari 
orang yang diperas. 
3. Unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian 
"memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya 
mendapatkan pemahaman yanag benar. Memberi hutang di sini 
mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang 
diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang 
menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang 
tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini 
bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) 
dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang 
berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk 
membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang 
dikehendaki. 
4. Unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang 
yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan 
yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang 
tertentu yang dikehendaki oleh pemeras. 
5. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang 
dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" 
adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain 
dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-
benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa 
maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain. 
 
Menurut  R. Soesilo (1995:260), Berdasarkan ketentuan Pasal 368 
ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya 
apabila : 
1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau 
apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api 
atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 
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368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman 
pidana selama dua belas tahun penjara. 
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) 
jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas 
tahun penjara. 
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat 
melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak 
atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 
jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat 
(2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua 
belas tahun. 
4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, 
sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) 
ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua 
belas tahun penjara. 
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur 
dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP 
dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun 
penjara. 
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat 
atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 
bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan 
sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) 
KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP 
tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih 
berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau 
pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat enam bentuk tindak 
pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang 
diperberat. 
 
2. Kejahatan Pengancaman  
Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah 
"pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini 
dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam bahasa Perancis dikenal 
denga n istilah chantage. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa 
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tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama 
merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara 
yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam 
Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan 
"kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam 
Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" 
menggunakan cara "pencemaran baik lisan maupun tertulis". 
Menurut  R. Soesilo (1995:265), Ketentuan Pasal 369 KUHP 
selengkapnya berbunyi : 
1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman 
pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan 
membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 
atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang 
terkena kejahatan. 
 
Menurut  R. Soesilo (1995:257), Beberapa unsur yang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
1. Memaksa. 
2. Orang lain. 
3. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau 
ancaman akan membuka rahasia. 
4. Supaya memberi hutang. 
5. Menghapus piutang. 
6. Dengan maksud.  
7. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
 
Melihat unsur-unsur Pasal 369 atau 368 KUHP tampak semakin 
jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut 
mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya, kedua 
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tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk 
mencapai maksudnya. Berkaitan dengan penerapan Pasal 369 KUHP di 
atas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur 
"dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan 
membuka rahasia". 
 
F. Unsur-unsur Kejahatan Pemerasan 
Adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 368 ayat (1) 
KUHP adalah sebagai berikut :  
1. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;  
2. Agar orang itu :  
a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian 
milik orang itu atau milik orang lain (pihak ketiga);  
b. Membuat hutang;  
c. Menghapus piutang.  
3. Dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain;  
4. Melawan hukum.  
 
1. Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan 
Pengertian memaksa dalam rumusan kejahatan ini adalah 
melakukan tekanan pada orang tersebut. Yang menjadi sasaran 
kejahatannya/perbuatannya, sehingga orang (yang dipaksa tersebut) 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri orang itu. 
Dalam perwujudan perbuatan memaksa ini diperlukan alat paksa yaitu 
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dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian dan 
maksud kekerasan dapat dilihat dari penjelasan Pasal 89 KUHP dan pasal 
365 angka 1 KUHP membuat orang tidak berdaya. 
2. Agar Orang Itu Memberi Suatu Barang, Membuat Hutang Atau 
Menghapus Piutang 
Objek kejahatan pemerasan ini, sebagai sasaran yang akan dicapai 
adalah agar oranng itu, sebagai sasaran yang akan dicapai adalah agar 
orang itu menyerahkan/memberikan suatu barang miliknya atau milik 
orang lain seluruhnya atau sebagian, atau membuat hutang atau 
menghapus piutang. Sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak 
melakukan hal tersebut, maka pemerasan tersebut tetap berdasar untuk 
dituntut Pasal 53 KUHP; yaitu percobaan telah terpenuhi, walaupun 
sempurnanya ini apabila tercapai maksud ketiga hal tersebut adalah 
memberikan sesuatu barang, membuat barang, atau menghapus piutang.  
Dengan demikian antara unsur pertama dengan unsur kedua ini adalah 
merupakan hubungan kausal yang sangat erat atau tak terpisahkan demi 
terwujudnya kejahatan secara sempurna. Karena rumusan kejahatan 
dalam Pasal 368 KUHPdigariskan secara tegass bahwa hubungan kausal 
antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penyerahan barang 
atau membuat hutang atau menghapus piutang.  
Penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus 
piutang adalah akibat perbuatan dipaksa dalam wujud alat paksa yaitu 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bila seseorang 
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menyerahkan barang atau membuat hutang atau menghapus 
piutangtanpa dengan atau tidak dengan cara alat paksa kekerasan atau 
ancaman kekerasan, maka si pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 368 
KUHP. Karena syarat atau unsur tindak pidana Pasal 368 KUHP tersebut 
tidak terpenuhi. Jadi mungkin dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau 
ketentuan lain yang dipandang lebih tepat menurut hukum. Khusus 
terhadap penyerahan barang ini dalam putusan tanggal 17 januari 1921, 
unsur penyerahan barang sudah terpenuhi, bilamana si pemilik barang 
tersebut telah kehilangan penguasaannya. 
3. Dengan Maksud Ingin Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang 
Lain  
Dari unsur ini adalah kesengajaan yang telah dipersiapkan secara 
sadar dengan niat dari si pelaku. Kehendak dari si pelaku adalah 
bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari perbuatan 
pemerasan yang dilakkukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.  
Pengertian dengan mendapat keuntungan adalah dalam arti luas, 
walaupun sebenarnya hasil tindak pidana tidak bernilai bagi korban atau 
orang diperas tetapi bernilai bagi si pemeras karena memang dikehendaki 
maka sudah terpenuhi unsur mendapat keuntungan. Contoh si A 
melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
kepada si B agar menyerahkan barang uang mati atau tidak berlaku lagi 
sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi bagi si A sangat diharapkan 
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dan dikehendaki barang tersebut untuk dikoleksi dan sebagainya, maka 
jelas sudah terpenuhi mendapat keuntungan.  
Jadi ukuran untuk mendapat keuntungan dalam Pasal 368 KUHP dilihat 
dari si pelaku kejahatan tidak selalu dillihat dari ukuran korban atau orang 
yang diperas.  
4. Melawan hukum  
Unsur ini adalah perbuatan tersebut yang bertentangan dengan 
hukum yaitu melawan hak orang lain. Apabila kejahatan pemerasan ini 
dilakukan dalam lingkungan keluarga, maka tetap sebagai delik aduan 
tetapi bila pemerasan ini menimbulkan penganiayaan, mati, luka dan 
sebagainya tidak lagi sebagai delik aduan tetapi sudah menjadi delik 
umum atau biasa yang wajib dilakukan penuntut hukum sesuai ketentuan 
yang berlaku.  
Kejahatan pemerasan ini Pasal 368 angka 1 KUHP mempunyai 
pemerasan dan perbedaan dengan kejahatan pencurian dengan 
kekerasan yaitu Pasal 365 angka 1 KUHP.  
Persamaannya : 
1. Dalam Pasal 368 angka 1 KUHP dan Pasal 365 angka 1 KUHP 
dalam mewujudkan kejahatannya adalah mengggunakan dengan 
cara kekerasan atau ancaman kekerasan. 
2. Kedua kejahatan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana 
diperberat, sesuai denngan akibat dan bentuk perbuatan si pelaku 
sebagai delik kejahatan.  
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Perbedaannya :  
1. Pasal 365 angka 1 KUHP si pelaku merebut atau mengambil 
barang dari penguasaan korban. 
2. Pasal 368 angka 1 KUHP si pelaku menerima penyerahan barang 
dari korban.  
Unsur-unsur kejahatan pemerasan Pasal 369 ayat (1) KUHP 
adalah sebagian unsur kejahatan sama dengan Pasal 368 KUHP, kecuali 
berbeda, sebagai berikut :  
1. Unsur memaksa orang dengan ancaman :  
a. Menista;  
b. Atau menista dengan surat atau;  
c. Akan membuka rahasia.  
2. Unsur lainnya sama dengan Pasal 368 KUHP. 
  
Kejahatan Pasal 369 KUHP ini adalah termasuk sebagai delik 
aduan yang berlaku bagi semua orang yaitu kejahatan ini baru dilakukan 
proses penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban 
atau yang diancam tersebut maka disebut sebagai delik aduan absolut.  
Pengertian menista dengan lisan atau dengan surat adalah sama dengan 
pengertian Pasal 310 KUHP yaitu melakukan perbuatan penghinaan baik 
lisan maupun tulisan. Sedangkan pengertian membuka rahasia dapat 
dilihat penjelasannya pada Pasal 322 KUHP. Menista yang dilakukan 
dengan lisan atau surat yang mengandung suatu penghinaan bagi korban 
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adalah dapat merupakan suatu tuduhan belaka dari suatu peristiwa yang 
benar-benar terjadi ataukah tidak benar terjadi.  
Sedangkan membuka rahasia adalah suatu peristiwa yang benar-
benar terjadi yang oleh korbannya tidak menghendaki rahasia tersebut 
diketahui oleh umum atau orang lain. Si korban dalam tindak pidana ini 
selalu merasa ketakutan atas adanya ancaman menista atau dengan 
adanya surat atau akan dibukanya rahasianya.   
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Lokasi Penelitian  
Metode penelitan adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat 
dilaksanankannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas penelitian yang dilakukan untuk mencari korban tindak pidana 
pemerasan guna menemukan inti dari permasalahan skripsi ini, maka 
pencarian dilakukan di wilayah Kota Makassar, khususnya dilakukan di 
berbagai lokasi yang merupakan wilayah rawan dan maraknya tindak 
pidana pemerasan yang terjadi di Kota Makassar, Pertimbangan 
mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu, dengan melakukan 
penelitian di beberapa lokasi Penulis dapat memperoleh data yang 
lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian 
yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan 
tujuan penulisan skripsi.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian 
ini. 
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2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu  dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 
tujuan dan masalah penelitian.   
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode 
Penelitian Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 
penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari 
berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah 
yang dibahas.  
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian 
yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam 
bentuk Tanya jawab kepada narasumber (korban) yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-
data yang diperlukan.  
 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, 
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guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian 
nantinya. 
a. Analisis kualitatif adalah analisis yang bersifat mendiskripsikan 
data yang diperoleh kemudian memberikan penafsiran dan 
kesimpulan. 
b. Analisi kuantitatif adalah analisis terhadap data yang 
dikuantifikasikan dengan menggunakan analisis statistik 
deskriptif persantase = dengan rumus/jumlah frekuensi x 100%. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Hasil Penelitian 
 
Untuk mencari tahu mengenai perkembangan tindak pidana 
pemerasan, peranan korban kejahatan pemerasan, dan juga untuk 
mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak 
pidana pemerasan di Kota Makassar. Maka penulis melakukan pencarian 
terhadap korban kejahatan yang pernah mengalami tindak pidana 
pemerasan di berbagai wilayah Kota Makassar dan juga mengambil data  
di wilayah hukum kantor polrestabes makassar. Adapun tindak pidana 
pemerasan yang dimaksud adalah kejahatan pemerasan secara umum 
yang sebelumnya belum ada hubungan atau ikatan perjanjian. 
Faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan tentunya tak luput dari 
peranan korban itu sendiri. Wujud peranan korban itu dapat berupa 
tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja mengundang para 
pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Tindakan mengundang ini dapat 
diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku situasi dan kondisi pihak 
korbanlah yang mensinyalir timbulnya suatu kejahatan. Selama 
melakukan pencarian selama kurang lebih satu bulan, penulis telah 
mendapatkan 20 korban kejahatan pemerasan yang tersebar di beberapa 
tempat di Kota Makassar. 
Untuk menggambarkan jumlah kejahatan pemerasan tersebut, 
Penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan atas laporan 
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masuk kepada Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian resort (Polres) di 
berbagai wilayah Kota Makassar dimana data tersebut direkapitulasi pihak 
Polrestabes Makassar. Selanjutnya penulis sajikan daam bentuk tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 1.  Jumlah Tindak Pidana Pemerasan Yang dilaporkan Di 
Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2010-2013: 
 
No. Tahun Jumlah kasus persentase 
1 2010 20 38,5% 
2 2011 11 21,2% 
3 2012 15 28,8% 
4 2013 6 11,5% 
 Jumlah 52 100% 
 Sumber: Polrestabes Makassar, 2014 
Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tindak pidana 
pemerasan yang dilaporkan di kota Makassar mengalami penurunan pada 
tahun 2011 dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat 20 
(38,5%) kasus, sedangkan pada tahun 2011 tercatat 11 (21,2%) kasus. 
Kemudian di tahun berikutnya mengalami peningkatan, yaitu 15 (28,8%) 
kasus pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 mengalami 
penurunan drastis hingga hanya 6 (11,5%) kasus saja. 
1. Data Korban Berdasarkan Tempat dan Waktu Kejadian. 
Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 20 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar yang dipaparkan oleh penulis dalam bentuk tabel sebagai 
berikut : 
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Tabel 2. Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pemerasan di Kota 
Makassar Berdasarkan Tempat dan Waktu Kejadian. 
 
 Lokasi Terjadinya 
Kejahatan 
 
 
Waktu 
 
Ruang 
Terbuka 
Ruang 
Tertutup 
 
Siang 
  
 
Malam  
 
Jumlah 
  
 
13 
 
7 
 
5 
 
15 
 
Persentase 
  
 
65% 
 
35% 
 
25% 
 
75% 
 Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Juli 2014 
 
 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan 
pemerasan di Kota Makassar lebih sering terjadi di ruangan terbuka 
dibanding di ruangan tertutup, dimana sebanyak 13 (65%) kasus terjadi di 
ruangan terbuka dan sebanyak 7 (35%) kasus terjadi di ruangan tertutup. 
Data tersebut juga memaparkan bahwa tindak pidana pemerasan marak 
terjadi pada malam hari yaitu sebanyak 15 orang (75%), sedangkan pada 
siang hari yaitu sebanyak 5 orang (25%). 
2. Data Korban Berdasarkan Jenis Kelamin. 
 Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 20 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai jenis kelamin korban tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar yang dipaparkan oleh penulis sebagai berikut: 
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Tabel 3. Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pemerasan di 
Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin. 
 
 Jenis Kelamin 
Laki-Laki Perempuan 
 
Jumlah 
 
 
12 
 
8 
 
Persentase 
 
 
60% 
 
40% 
 Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Juli 2014 
 
 Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari korban 
kejahatan pemerasan yaitu berjenis kelamin laki-laki. Dimana yang 
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang (60%) dan perempuan hanya 
8 orang (40%). data diatas juga menyimpulkan bahwa pelaku kejahatan 
tidak hanya menargetkan atau menfokuskan pada perempuan saja 
dimana malah laki-laki yang lebih banyak menjadi korban. 
3. Data Korban Berdasarkan Jenis Pekerjaan. 
 Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 20 
korban kejahatan yang terdapat di wilayah Kota Makassar, diperoleh data 
mengenai jenis pekerjaan korban kejahatan pemerasan di Kota Makassar 
yang dipaparkan oleh penulis sebagai berikut: 
Tabel 4. Data Korban Kejahatan Tindak Pidana pemerasan di Kota 
Makassar Berdasarkan Jenis Pekerjaan. 
 
 Jenis Pekerjaan 
Pelajar/Mahasiswa Pegawai/Wiraswasta 
 
Jumlah 
 
9 
 
11 
 
persentase 
 
45% 
 
55% 
 Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Juli 2014 
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  Jumlah di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan di 
Kota Makassar marak terjadi terhadap korban yang memiliki jenis 
pekerjaan pegawai/wiraswasta yaitu sebanyak 11 orang (55%), 
sedangkan pelajar/mahasiswa sebanyak 9 orang (45%). Dari hasil 
wawancara yang dilakukan oleh penulis kebanyakan pegawai/wiraswasta 
yang menjadi korban kejahatan pemerasan itu terjadi di malam hari ketika 
pulang kerja sekitar pukul 02.00-03.00 dini hari. 
 
B. Peranan Korban Kejahatan Pemerasan di Kota Makassar. 
 
Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan 
yaitu : 
1. Adanya niat dari pelaku; 
2. Adalah adanya kesempatan.  
Niat merupakan suatu faktor yang berasal dari diri pelaku sebelum 
ingin menjalankan aksinya. Faktor ini biasanya merupakan faktor yang 
dikategorikan sebagai faktor internal dari pelaku dikarenakan berasal dari 
dalam diri pelaku. Lain halnya dengan niat, kesempatan adalah suatu 
faktor yang justru tidak berasal dari dalam diri pelaku melainkan berasal 
dari dalam diri korban (internal korban).  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 
pembahasan sebelumnya di atas, maka rumusan masalah pertama yaitu 
bagaimanakah peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak 
pidana pemerasan di Kota Makassar dapat terjawab. Terjadinya suatu 
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tindak pidana pemerasan di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu : 
1. Pulang larut malam; 
2. Kurang waspadanya terhadap lingkungan sekitar yang 
menyebabkan korban menjadi target sasaran pemerasan; 
3. Mengenakan perhiasan secara berlebihan di tempat-tempat yang 
rawan; 
4. Tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang berwenang 
sehingga pelaku dapat bebas berkeliaran di masyarakat. 
Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan 
responden, terdapat beberapa kejadian yang memiliki kesamaan 
kronologis kejadian yaitu target mayoritas laki-laki yang berprofesi sebagai 
pegawai maupun pelajar, pada waktu malam hari, berlokasi di tempat 
terbuka seperti jalan umum. Dari hasil wawancara langsung dengan salah 
satu korban pemerasan yaitu Herman (24 tahun) tanggal 15 juli 2014 itu 
terjadi pada saat dia pulang kerja sekitar pukul 02.00 dini hari. 
Kejadiannya terjadi sekitaran pasar sentral BTP, dimana dia dihadang 3 
(tiga) orang pria memakai topeng dan membawa busur, samurai dan badik 
lalu mengancam untuk mengambil motor korban. Tanpa perlawanan 
korban meyerahkan kendaraan tersebut. 
Peranan korban kejahatan tidak hanya mengenai bagaimana 
tindakan yang dilakukan korban sebelum, dan pada saat terjadinya tindak 
pidana, akan tetapi juga mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan 
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korban setelah terjadinya tindak pidana, tindakan tersebut berupa 
melaporkan kejadian pemerasan yang dialaminya atau memilih untuk tidak 
melaporkan kejadian tersebut. Maka dari itu penulis juga memaparkan 
tindakan korban setelah terjadinya tindak pidana dalam bentuk tabel 
sebagai berikut : 
Tabel 5. Data Korban Kejahatan Tindak Pidana Pemerasan di Kota 
Makassar Berdasarkan Tindakan korban Setelah Terjadi 
Tindak Pidana. 
 
 Tindakan Korban Setelah Terjadinya Tindak 
Pidana 
Lapor Polisi Tidak Lapor Polisi 
 
Jumlah 
 
 
8 
 
12 
 
Persentase 
 
 
40% 
 
60% 
 Sumber : Hasil Wawancara Dengan Responden, Juli 2014 
 
 Jumlah di atas menunjukkan bahwa korban yang melaporkan 
tindak pidana pemerasan yang dialaminya sebanyak 8 orang (40%) dan 
jumlah korban yang memilih untuk tidak melaporkan tindak pidana 
pemerasan yang dialaminya sebanyak 12 orang (60%). Hal ini terjadi 
karena para korban beranggapan bahwa melapor ke polisi hanya akan 
membuang-buang waktu, dan mereka juga beranggapan bahwa pada 
akhirnya, barang mereka tidak akan kembali. Akibat dari hal tersebut, 
maka tindak pidana pemerasan di Kota Makassar dapat dikategorikan 
kejahatan terselubung (hidden crime). 
 Seperti diketahui, ada beberapa bentuk kejahatan terselubung. 
Salah satu contoh, kejahatan itu pada umumnya tidak dilaporkan kepada 
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pihak berwenang. Apakah karena kurangnya kepercayaan kepada pihak 
yang berwenang atau jika dilaporkan justru tidak menyelesaikan masalah, 
dan urusan menjadi berbelit-belit.  
 Peranan korban kejahatan seperti ini justru menyebabkan pelaku 
seakan dapat leluasa melakukan tindak pidana pemerasan di Kota 
Makassar secara berulang-ulang, dikarenakan kurangnya laporan yang 
diterima oleh pihak yang berwenang sehingga secara langsung juga 
berpengaruh terhadap jumlah pihak atau pelaku yang dapat ditangkap 
oleh pihak kepolisian. Akan tetapi hal seperti ini bukan merupakan 
tanggung jawab korban sepenuhnya dikarenakan perlu adanya upaya 
pemerintah untuk memperbaiki sistem tersebut sehingga korban selaku 
pihak yang dirugikan juga dapat mendapatkan hak-hak yang berkenaan 
dengan dirinya, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang baik diantara 
kedua belah pihak tersebut. Dengan jaminan memperoleh hak-hak, maka 
korban selaku pihak yang dirugikan tidak akan mengalami kerugian yang 
lebih banyak dikarenakan adanya perlakuan yang dilakukan oleh pihak 
yang berwenang untuk melindungi hak-hak dari warga negaranya. 
 Pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan 
dengan Perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda 
seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, 
tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak 
pidana pemerasan. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana 
upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan 
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mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat 
menghindari terjadinya tindak pidana pemerasan, serta bagaimana 
peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. 
 
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Adanya Korban Kejahatan Pemerasan di Kota Makassar.  
 
Menurut E.H.Sutherland dan Cressey (Soedjono Dirdjosiworo 
1983:66), mengemukakan bahwa :  
Dalam crime prevention, terdapat dua buah metode yang dipakai 
untuk mengurani frekuensi dari kejahatan. Metode untuk 
mengurangi pengulangan dari kejahatan, yaitu :  
1. Metode untuk mencegah the first crime, yaitu merupakan satu 
cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang 
pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang 
dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif. 
2. Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan 
jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu 
pembinaan yang dilakukan secara konseptual.  
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus 
berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 
bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
Sejauh ini pemerintah dan aparat penegak hukum serta instansi yang 
terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijaksanaan 
serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam 
masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata, 
misalnya : adanya operasi minuman beralkohol, operasi senjata tajam, 
melakukan operasi jam malam, pedoman-pedoman pembinaan generasi 
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muda dan lain-lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi tindak 
kejahatan yang terjadi. 
Dikaitkan dengan hal tersebut di atas, khusus kejahatan yang 
menjurus kepada kejahatan pemerasan, maka upaya-upaya 
penanggulangannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara 
preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan): 
1. Upaya Preventif 
berdasarkan hasil wawancara (12 juli 2014) Kompol Gany 
Alamsyah Hatta S.IK selaku KBO Satreskrim Polrestabes Makassar 
mengatakan bahwa upaya-upaya preventif yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan adalah: 
a. Mengadakan patroli keliling di sekitar wilayah hukum kota 
Makassar, di mana dari personil kepolisian di bagi atas 
beberapa kelompok dan kemudian kelompok-kelompok ini akan 
bekerja berdasarkan wilayah kerja mereka masing-masing 
(sesuai dengan resortnya masing-masing). 
b. Penempatan anggota kepolisian yang berseragam di tempat-
tempat yang memang telah dicurigai rawan akan kejahatan dan 
di tempat-tempat ramai yang sering di kunjungi oleh warga 
masyarakat, sehingga mau tidak mau para pelaku kejahatan 
akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. 
c. Mendirikan pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang memang 
telah ditentukan, agar masyarakat tidak terlalu khawatir akan 
terjadinya kejahatan. 
d. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dapat berupa 
mendirikan pos kamling untuk menjaga daerah tempat tinggal 
mereka masing-masing.  
 
 Menurutnya (Kompol Gany Alamsyah) upaya-upaya diatas sudah 
cukup efektif. Tindakan-tindakan diatas paling tidak dapat mengurangi 
tindak kejahatan pemerasan di Kota Makassar.  
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2. Upaya Refresif 
 Upaya Represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya 
ini dilakukan setelah terjadi kejahatan di masyarakat, atau upaya-upaya 
yang merupakan tindak lanjut terhadap kejahatan yang terjadi. Tujuan 
utamanya adalah agar seorang pelaku kejahatan pada umumnya dan 
kejahatan pemerasan pada khususnya tidak lagi mengulangi 
perbuatannya. Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan 
kejahatan kekerasan yang terjadi. Upaya represif yang dapat dilakukan 
untuk menanggulangi kejahatan dapat berupa : 
a. Melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan 
pemerasan.  
b. Memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan 
pemerasan.  
c. Memberikan penyuluhan hukuman, agama, moral dan etika.  
d. Memberikan pembinaan dan latihan keterampilan sebagai 
modal agar mereka bisa hidup.  
 Pihak kepolisian melakukan upaya represif dengan cara 
menerapkan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku tersebut, 
yang kemudian berita acara pemeriksaannya akan diserahkan kepada 
tingkat kejaksaan untuk diproses di pengadilan, selama proses pengadilan 
ini, pihak kepolisian bertanggung jawab penuh kepada para pelaku 
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kejahatan pada umumnya dan para pelaku kejahatan pemerasan pada 
khususnya. 
 Lebih lanjut Kompol Gany Alamsyah (wawancara tanggal 12 juli 
2014) menyatakan bahwa upaya represif dilakukan dengan menindak 
lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana pemerasan. 
Kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak 
pidana, guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam 
masyarakat dan kepastian hukum. 
Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya 
preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan 
ekonomis. Menurut Barnest dan Teeters (Soedjono Dirdjosiworo, 
1983:79), mengemukakan bahwa :  
Terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:  
1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis .  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa : 
1. Tindak pidana pemerasan di Kota Makassar pada umumnya 
mengalami penurunan dimana pada tahun 2011 mengalami 
penurunan yaitu sebesar 11 (21.2%) kasus dibandingkan pada 
tahun 2010 yaitu sebesar 20 (38,5%) kasus. Sedangkan pada 
tahun 2012 terjadi peningkatan dari tahun 2011 yaitu 15 
(28,8%) kasus dan penurunan dari tahun 2010. Penurunan 
drastis terjadi di tahun 2013 sebanyak 6 (11,5%) kasus yang 
terjadi pada tahun 2013. 
2. Peranan korban kejahatan di dalam terjadinya tindak pidana 
pemerasan di Kota Makassar adalah sebagai pihak yang justru 
menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya data dari hasil penelitian yang 
memaparkan bahwa dari total keseluruhan kejadian berawal 
dari tindakan yang dilakukan oleh korban (faktor internal 
korban). Adapun tindakan korban yang menyebabkan 
maraknya tindak pidana pemerasan di Kota Makassar adalah :  
a. Pulang larut malam; 
b. Kurang waspada terhadap Lingkugngan sekitar; 
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c. Menggenakan perhiasan secara berlebihan di tempat-tempat 
yang rawan; 
d. Tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak yang 
berwenang sehingga pelaku dapat bebas berkeliaran di 
masyarakat. 
3. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebagai langkah 
untuk memberantas atau paling tidak mencegah terjadinya 
tindak pidana pemerasan di Kota Makassar terbagi menjadi 2 
(dua) yaitu :  
a. Upaya preventif 
adalah upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum 
terjadinya tindak pidana (upaya pencegahan), dilakukan dengan 
cara tidak memakai perhiasan yang berlebihan di tempat-tempat 
yang tidak semestinya dan lebih waspada terhadap keadaan 
sekitar. 
b. Upaya represif 
adalah upaya penanggulangan yang dilakukan setelah 
terjadinya tindak pidana (upaya pemberantasan), dilakukan 
dengan menindak lanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk 
tindak pidana pemerasan. Kemudian memberikan sanksi hukum 
yang tegas terhadap pelaku tindak pidana, guna memberikan 
efek jera, sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat dan 
kepastian hukum.  
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis 
paparkan adalah sebagai berikut :  
1. Tidak menyepelekan atau memandang sebelah mata mengenai 
tindakan-tindakan preventif dikarenakan, dengan melakukan 
tindakan preventif maka kita dapat terhindar dari tindakan 
kriminal seperti kejahatan pemerasan. 
2. Kepada yang sering pulang larut malam sebaiknya menelvon 
atau menghubungi teman untuk menjemput atau menemani kita. 
3. Korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut 
berpartisipasi di dalam upaya memberantas maraknya tindak 
pidana pemeasan di Kota Makassar dengan cara tidak “tutup 
mata” dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang 
berwajib.  
4.  Sebaiknya aparat penegak hukum seperti kepolisian harus 
lebih sering melakukan patroli ke tempat-tempat rawan tindak 
kejahatan pemerasan di wilayah kota makassar. 
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